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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis data sebagaimana dipaparkan dalam

bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa restitusi

berdasarkan Pasal 7 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu diberikan kepada

korban tindak pidana dengan argumentasi bahwa Korban tindak

pidana merupakan pihak yang secara langsung menderita kerugian,

fisik maupun mental, serta juga yang mengalami penderitaan secara

emosional atau kerugian ekonomi, kesemuanya itu sebagai akibat

langsung dari perbuatan (tindakan atau pembiaran) yang melanggar

hukum pidana, sehingga sebagai upaya pemulihan terhadap hak-hak

yang telah dirampas dan meringankan penderitaan terhadap korban

berupa kerugian, baik yang bersifat materiil maupun immateriil

korban berhak mendapatkan perlindungan hukum secara konkrit

dalam produk peraturan perundang-undangan, dan salah satu bentuk

perlindungan itu adalah dalam wujud restitusi.

Pemberian ganti kerugian melalui lembaga restitusi ini

merupakan hak yang diberikan kepada korban dalam upaya

peningkatan pelayanan pada sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dimana pelaksanaan pemberian ganti kerugian melalui restitusi

dibebankan kepada pelaku tindak pidana sebagai wujud
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pertanggungjawaban pelaku, dimana tindak pidana merupakan konflik

antara pelaku, korban dan Negara, serta pelaku sebagai pihak yang

menimbulkan kerugian terhadap korban atas tindak pidana yang telah

dilakukan, sehingga menimbulkan kewajiban bagi pelaku tindak

pidana untuk mempertanggungjawaban perbuatannya, salah satu

bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada pelaku

adalah berupa restitusi.

B. Saran

1. Pelaksanaan restitusi berdasarkan Pasal 7 ayat 1 (b) UU No. 13

Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban harus lebih

dapat menjamin keadilan bagi korban tindak pidana, sebagai upaya

perlindungan hukum oleh Negara terutama dalam hal menjamin

pemulihan hak-hak dari korban tindak pidana, sebagai upaya

perwujudan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

2. Memperbaiki prosedur dan tata cara pemberian restitusi, dimana

pemberian restitusi dilaksanakan dan difasilitasi hanya melalui

LPSK. Sedangkan LPSK hanya berkedudukan di ibukota, dan

perwakilan dari LPSK belum dibentuk di masing-masing provinsi

atau daerah di seluruh Indonesia. Hal ini mempersulit pihak korban

yang ingin mengajukan restitusi, sehingga terhadap proses pengajuan

tuntutan ganti rugi korban masih sering menggunakan prosedur
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penggabungan perkara gugat ganti kerugian yang diatur pada pasal

98-101 KUHAP

3. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan restitusi bagi

masyarakat, agar masyarakat mengetahui adanya hak restitusi dalam

sistem peradilan pidana di Indonesia, sebagaimana telah diatur

dalam Pasal 7 ayat 1 (b) UU No. 13 Tahun 2006 Tentang

Perlindungan Saksi dan Korban.
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